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 Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis implementasi 

kebijakan kesetaraan akses dan mutu pendidikan dengan 

pendekatan multidimensi pada tiga jenis lembaga pendidikan: 

Sekolah Menengah Umum, Madrasah, dan Pendidikan Tinggi 

Pesantren. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan 

akses dan mutu pendidikan antar lembaga pendidikan tersebut di 

Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode literature 

review dengan mengkaji berbagai dokumen kebijakan, laporan 

penelitian, dan publikasi ilmiah tentang kesetaraan akses dan 

mutu pendidikan pada ketiga lembaga pendidikan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas signifikan 

dalam hal akses dan mutu pendidikan antara ketiga jenis lembaga, 

yang dipengaruhi oleh faktor kebijakan pendanaan, infrastruktur, 

kualifikasi tenaga pendidik, dan kurikulum. Penelitian ini 

menemukan bahwa kebijakan yang memperhatikan karakteristik 

khas masing-masing lembaga pendidikan dan memberikan 

afirmasi khusus pada lembaga yang tertinggal dapat 

meningkatkan kesetaraan akses dan mutu pendidikan. Studi ini 

merekomendasikan formulasi kebijakan pendidikan yang inklusif, 

berkeadilan, dan mempertimbangkan keunikan masing-masing 

lembaga pendidikan untuk mewujudkan kesetaraan akses dan 

mutu pendidikan di Indonesia. 
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1. PENDAHULUAN 

Kesetaraan akses dan mutu pendidikan 

merupakan salah satu tantangan terbesar dalam 

sistem pendidikan Indonesia yang memiliki 

karakteristik multidimensi dan kompleks. 

Ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih terus 

terjadi, terutama pada tiga lembaga pendidikan yang 

memiliki karakteristik berbeda yaitu sekolah 

menengah umum, madrasah, dan pesantren 

(Khairunnisa et al., 2024). Meskipun pemerintah 

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan 

untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, 

disparitas antar lembaga pendidikan tersebut masih 

menjadi permasalahan yang perlu diatasi (Saprianto 

et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi kebijakan kesetaraan 

akses dan mutu pendidikan dalam konteks 

multidimensi pada ketiga jenis lembaga pendidikan 

tersebut. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Fenomena kesenjangan akses pendidikan di 

Indonesia meliputi aspek geografis, sosial-ekonomi, 

dan kultural yang mempengaruhi distribusi 

kesempatan memperoleh layanan pendidikan 

berkualitas. Pada daerah perkotaan, akses terhadap 

fasilitas pendidikan relatif lebih baik dibandingkan 

dengan daerah pedesaan, terutama di wilayah 3T 

(Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang masih 

menghadapi permasalahan infrastruktur pendidikan 

(Falah & Hadna, 2022). Studi yang dilakukan Putri & 

Ristianti ( 2024) menunjukkan bahwa kesenjangan 

akses pendidikan tidak hanya terjadi antara wilayah 

perkotaan dan pedesaan, tetapi juga antara lembaga 

pendidikan umum dan lembaga pendidikan 

keagamaan. Teori keadilan sosial dalam pendidikan 

menekankan bahwa kesetaraan akses pendidikan 

merupakan hak dasar yang harus dipenuhi tanpa 

diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, dan 

budaya peserta didik. 

Kualitas pendidikan di ketiga jenis lembaga 

pendidikan tersebut juga menunjukkan variasi yang 

signifikan. Sekolah menengah umum, meskipun 

secara umum memiliki standar fasilitas yang lebih 

baik, masih menghadapi permasalahan kualitas 

tenaga pendidik dan proses pembelajaran (Nazidah, 

2021). Madrasah, sebagai lembaga pendidikan formal 

di bawah Kementerian Agama, menghadapi 

tantangan dalam hal modernisasi kurikulum sambil 

tetap mempertahankan identitas keagamaan 

(Aristiyanto,2023).Teori pengembangan mutu 

pendidikan holistik menekankan pentingnya integrasi 

aspek akademik, karakter, dan keterampilan hidup 

dalam sistem pendidikan. Rustandi & Syafei (2025) 

mengemukakan bahwa pendekatan berbasis konteks 

lokal dan kepemimpinan transformasional dalam 

lembaga pendidikan menjadi faktor kunci dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan 

indigenous Indonesia mengalami transformasi 

signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama 

setelah disahkannya UU Pesantren tahun 2019. 

Beberapa pesantren modern telah mengembangkan 

pendidikan tinggi formal yang mengintegrasikan 

pengetahuan umum dan keagamaan(Kusumawati, 

2024). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal 

standarisasi mutu pendidikan, akreditasi, dan 

pengakuan ijazah(Kusumawati, 2024). Teori 

modernisasi pendidikan Islam menggarisbawahi 

pentingnya adaptasi sistem pendidikan dengan 

perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-

nilai inti. Studi komparatif yang dilakukan (Ni’am & 

Arafah, 2024)mengidentifikasi beberapa model 

pesantren yang berhasil mengintegrasikan pendidikan 

modern dengan tradisi keagamaan, serta memberikan 

kontribusi pada kesetaraan akses dan mutu 

pendidikan. 

Implementasi kebijakan pendidikan nasional 

menghadapi tantangan pada tingkat operasional, 

terutama dalam hal harmonisasi kebijakan antar 

kementerian yang mengatur lembaga pendidikan 

yang berbeda. Pendekatan top-down dalam formulasi 

kebijakan pendidikan sering kali tidak 

mempertimbangkan keragaman konteks dan 

kebutuhan spesifik tiap jenis lembaga 

pendidikan(Iswandi et al., 2021). Teori desentralisasi 

pendidikan menekankan pentingnya pemberian 

otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan untuk 

mengembangkan program dan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan lokal. mengidentifikasi adanya 

fragmentasi kebijakan pendidikan sebagai salah satu 

faktor yang menghambat upaya peningkatan 

kesetaraan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. 

Aspek pembiayaan pendidikan juga menjadi 

faktor penting dalam mewujudkan kesetaraan akses 

dan mutu pendidikan. Pola pembiayaan yang berbeda 

antara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan madrasah dan pesantren di 

bawah Kementerian Agama menciptakan 

kesenjangan dalam hal alokasi sumber daya(Umam 

& Hamami, 2023). Teori ekonomi pendidikan 

menekankan pentingnya pendanaan yang adil dan 

merata untuk mencapai standar kualitas pendidikan 

yang setara. Meskipun beberapa skema pembiayaan 

pendidikan seperti BOS (Bantuan Operasional 

Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) telah 

diimplementasikan, studi yang dilakukan oleh Darma 

(2024) menunjukkan bahwa masih terdapat 

ketimpangan dalam hal akses terhadap pendidikan 

berkualitas bagi kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan 

dan terpencil. 

Dalam konteks global, kesetaraan akses dan 

mutu pendidikan merupakan salah satu tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus 

dicapai pada tahun 2030. Indonesia sebagai negara 

berkembang dengan karakteristik pendidikan yang 

beragam perlu mengembangkan strategi 

komprehensif untuk mewujudkan pendidikan 

berkualitas yang inklusif dan berkeadilan(Farid, 

2023). Berbagai praktik baik internasional yang 

relevan untuk pengembangan kesetaraan akses dan 

mutu pendidikan serta sinergi antar lembaga 

pendidikan di Indonesia meliputi: pertama, penguatan 

nilai-nilai keberagaman dan sikap multikultural 

dalam lingkungan pesantren seperti yang ditemukan 

pada studi pesantren di Sulawesi Selatan yang 

menekankan peran sosial dan edukatif pesantren 

sebagai basis nilai keberlanjutan(Sholeh et al., 2025). 

Kedua, manajemen pendanaan madrasah yang efektif 

sangat penting untuk mendukung kualitas 

pendidikan; penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

peningkatan infrastruktur dan kapasitas guru 

madrasah berkontribusi signifikan terhadap 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

daerah (Pratama et al., 2022)Ketiga, pendekatan 

negosiasi antara prinsip ekuitas dan dinamika pasar 

dalam pengelolaan pesantren kontemporer juga 

menjadi kunci agar lembaga ini mampu beradaptasi 

sekaligus menjaga aksesibilitas bagi masyarakat 

luas(Isbah & Sakhiyya, 2023). 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

literature review sebagai pendekatan utama untuk 

menganalisis kebijakan kesetaraan akses dan mutu 

pendidikan pada Sekolah Menengah Umum (SMU), 

Madrasah, dan Pendidikan Tinggi Pesantren. 

Literature review dipilih karena memungkinkan 

peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai 

dokumen kebijakan, laporan hasil penelitian 

terdahulu, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan 

isu kesetaraan akses dan mutu pendidikan di ketiga 

jenis lembaga tersebut. Penelitian ini termasuk ke 

dalam kategori penelitian kualitatif dengan 

pendekatan multidimensi agar dapat menggali 

berbagai aspek yang memengaruhi implementasi 

kebijakan, baik dari sisi regulasi maupun praktik di 

lapangan. 

Sumber data utama berasal dari dokumen 

resmi pemerintah seperti undang-undang dan 

peraturan menteri terkait pendidikan SMU, 

Madrasah, maupun Pesantren; laporan hasil riset 

nasional maupun internasional; artikel jurnal ilmiah 

terindeks; serta buku-buku akademik yang membahas 

topik serupa. Proses pengumpulan data dilakukan 

melalui identifikasi sistematis terhadap dokumen-

dokumen tersebut dengan memperhatikan kriteria 

relevansi tema dan kredibilitas sumber. Selain itu, 

seleksi literatur juga mempertimbangkan keterbaruan 

isu/kebijakan yang dibahas serta kualitas metodologi 

studi-studi terdahulu agar analisis yang dihasilkan 

tetap aktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-

kualitatif melalui beberapa tahapan penting: reduksi 

data untuk memilah informasi inti sesuai fokus 

kajian; kategorisasi tematik berdasarkan dimensi 

akses maupun mutu pendidikan; sintesis komparatif 

antara SMU-Madrasah-Pesantren guna menemukan 

pola persamaan atau perbedaan baik dari sisi regulasi 

maupun implementasinya di lapangan; hingga 

interpretasi kritis terhadap efektivitas kebijakan 

berdasarkan bukti empiris dalam literatur. Keunikan 

prosedur penelitian ini terletak pada fokus komparatif 

lintas tiga jenis lembaga sekaligus dengan 

pendekatan multidimensi serta pemilihan teknik 

analisis sintesis komparatif sehingga menghasilkan 

perspektif baru terkait dinamika kebijakan kesetaraan 

akses dan mutu pendidikan di Indonesia tanpa 

sekadar mengulang riset-riset sebelumnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kesenjangan Akses Pendidikan 

Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia 

merupakan masalah yang kompleks dan 

multidimensional. Faktor geografis, sosial-ekonomi, 

dan kultural saling berinteraksi dan memengaruhi 

kemampuan siswa untuk mengakses pendidikan yang 

berkualitas. Di daerah perkotaan, ketersediaan 

fasilitas pendidikan yang lebih baik menciptakan 

disparitas dengan daerah pedesaan, terutama yang 

termasuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar, 

Tertinggal). Penelitian oleh (Ulfa, 2023) 

menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di daerah 

terpencil masih jauh tertinggal dibandingkan dengan 

di kota besar, dengan fasilitas dan infrastruktur yang 

sangat terbatas (Ulfa, 2023). Selain itu, (Gumilang et 

al., 2022; menyatakan bahwa program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) belum sepenuhnya 

efektif dalam meratakan layanan pendidikan di 

daerah 3T (Gumilang et al., 2022; . (Sihombing, 

2023) menunjukkan bahwa upaya pemerataan 

pendidikan perlu diimbangi dengan kebijakan yang 

responsif terhadap kondisi lokal (Sihombing, 2023). 

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan 

kesetaraan akses pendidikan harus 

mempertimbangkan semua faktor ini, dengan 

pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap 

konteks lokal. Pendidikan seharusnya menjadi hak 

dasar yang tidak mendiskriminasikan latar belakang 

peserta didik, dan semua upaya harus diarahkan 

untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. 

(Syahputra et al., 2023) menegaskan bahwa 

kebijakan pendidikan harus dirancang untuk 

menciptakan lingkungan yang mendukung semua 

peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial-

ekonomi mereka (Syahputra et al., 2023). Selain itu, 

penelitian (Maharani, 2021) menunjukkan bahwa 

kebijakan pendidikan sering kali tidak 

mempertimbangkan karakteristik lokal, yang 

mengakibatkan kebijakan tersebut kurang efektif 

dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 

(Maharani, 2021). Sementara itu, (Hasan et al., 2021) 

menemukan bahwa tantangan dalam implementasi 

kebijakan pendidikan di daerah 3T masih sangat 

besar (Hasan et al., 2021). 

Tantangan dalam implementasi kebijakan 

pendidikan di Indonesia dicatat sebagai faktor 

penghambat. Pendekatan top-down yang sering 

digunakan dalam penyusunan kebijakan tidak selalu 

mempertimbangkan keragaman konteks di masing-

masing lembaga pendidikan. Oleh karena itu, 

otonomi yang lebih besar bagi lembaga pendidikan 

perlu diberikan agar mereka dapat mengembangkan 

program yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. 

Penelitian oleh Putri dan Yuniasih (2022) 

mengungkapkan bahwa desentralisasi pendidikan 

dapat meningkatkan partisipasi dan memberdayakan 

pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan 

pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat (Putri & Yuniasih, 2022). Hal ini sejalan 

dengan temuan (Nurlaily et al., 2021), yang 

menunjukkan bahwa otonomi pendidikan yang lebih 
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besar memungkinkan lembaga pendidikan untuk 

beradaptasi dengan kondisi lokal dan meningkatkan 

akses pendidikan (Nurlaily et al., 2021). Sementara 

itu, penelitian oleh (Hafis et al., 2023) menyoroti 

pentingnya peran guru dalam pengelolaan kelas dan 

penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan 

konteks lokal, terutama di daerah 3T (Hafis et al., 

2023). 

a. Dimensi Geografis 

Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia 

sangat dipengaruhi oleh faktor geografis yang 

mengakibatkan disparitas antar wilayah yang 

signifikan. Kondisi geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan memperbesar tantangan dalam 

distribusi fasilitas pendidikan yang merata. (Sulasari 

et al., 2023) mencatat bahwa platform pendidikan 

daring dapat membantu mengatasi kendala geografis 

dan meningkatkan akses bagi siswa di daerah 

terpencil melalui fleksibilitas yang ditawarkan oleh 

teknologi (Sulasari et al., 2023). Penelitian oleh 

Nuraeni dan Walahe (2023) juga menunjukkan 

perlunya inovasi dalam pendidikan yang 

mempertimbangkan tantangan spesifik berdasarkan 

lokus geografis agar siswa dapat berpartisipasi secara 

lebih optimal (Nuraeni & Walahe, 2023). Selain itu, 

(Hamsiah et al., 2024) menyebutkan bahwa 

pendidikan di daerah pesisir, yang seringkali 

terisolasi, memerlukan pendekatan khusus agar 

aksesnya sebanding dengan daerah perkotaan 

(Hamsiah et al., 2024) 

b. Faktor Sosial-Ekonomi 

Faktor sosial-ekonomi merupakan determinan 

utama yang memperdalam kesenjangan akses 

pendidikan di Indonesia. (Arifin et al., 2024) 

mengidentifikasi hubungan antara tingkat pendapatan 

keluarga dan tingkat partisipasi pendidikan, yang 

menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga 

berpendapatan rendah memiliki risiko lebih tinggi 

untuk terputus sekolah (Arifin et al., 2024). Selain 

itu, (Mustika et al., 2022) membahas bagaimana 

biaya pendidikan, mulai dari transportasi hingga 

seragam, menciptakan hambatan bagi keluarga 

berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan 

yang berkualitas (Mustika et al., 2022). Penelitian 

oleh Fadhil dan Sabic-El-Rayess (2021) menemukan 

bahwa meskipun kebijakan telah diperkenalkan untuk 

meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi 

kelompok berpendapatan rendah, implementasinya 

sering kali tidak berjalan efektif karena masalah 

anggaran dan mekanisme pelaksanaan yang tidak 

memadai (Fadhil & Sabic‐El‐Rayess, 2021) 

c. Aspek Kultural 

Dimensi kultural juga memengaruhi 

kesenjangan akses pendidikan, terutama dalam hal 

nilai-nilai dan prioritas masyarakat terhadap 

pendidikan. Studi oleh (Elvira et al., 2023; 

menunjukkan bahwa norma kultural yang 

mementingkan pendidikan bagi anak laki-laki 

dibandingkan anak perempuan masih kuat di banyak 

komunitas, dan ini menghalangi kesempatan 

pendidikan bagi perempuan (Elvira et al., 2023; . 

(Tanniru et al., 2021) menyoroti pentingnya 

pemahaman tentang konteks kultural dalam 

merumuskan kebijakan pendidikan guna 

meminimalkan ketidakadilan pendidikan (Tanniru et 

al., 2021). Selain itu, penelitian oleh Gaddy dan 

Gross (2022) menunjukkan bahwa struktur sosial 

yang ada sering kali mempertahankan 

ketidaksetaraan, termasuk dalam konteks pendidikan, 

yang dapat melanggengkan norma-norma tersebut 

(Gaddy & Gross, 2022). 

 Secara garis besar, kesenjangan akses 

pendidikan di Indonesia merupakan dampak 

langsung dari interaksi kompleks antara dimensi 

geografis, sosial-ekonomi, dan kultural. Mengatasi 

masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang 

melibatkan perbaikan infrastruktur, peningkatan 

kondisi sosial-ekonomi, serta perubahan norma sosial 

dan budaya yang mendukung pendidikan inklusif. 

2. Kualitas Pendidikan yang Beragam 

Disparitas kualitas pendidikan antar lembaga 

pendidikan di Indonesia merepresentasikan tantangan 

sistemik yang kompleks, terutama dalam konteks 

perbedaan antara sekolah menengah umum dengan 

madrasah dan pesantren. Penelitian terkini oleh 

Raihani et al. (2023) mengungkapkan bahwa sekolah 

menengah umum, meskipun secara umum memiliki 

infrastruktur dan fasilitas yang lebih memadai, masih 

menghadapi problematika serius dalam kualitas 

pengajaran dan proses pembelajaran. Temuan ini 

sejalan dengan studi longitudinal oleh Suryadarma 

dan Jones (2022) yang mendokumentasikan bahwa 

superioritas fasilitas fisik tidak selalu berkorelasi 

positif dengan hasil pembelajaran siswa. Menurut 

laporan komprehensif Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2024), kesenjangan ini semakin 

diperburuk oleh distribusi guru berkualitas yang tidak 

merata dan keterbatasan pengembangan profesional 

berkelanjutan, khususnya di daerah non-perkotaan. 

Permasalahan ini menuntut reformasi pendekatan 

dalam peningkatan mutu pendidikan yang tidak 

hanya berfokus pada aspek fisik fasilitas, tetapi juga 

pada kualitas proses pembelajaran dan kompetensi 

pendidik. 

Madrasah dan pesantren, sebagai institusi 

pendidikan dengan akar keagamaan yang kuat, 

menghadapi dinamika tersendiri dalam upaya 

adaptasi terhadap modernisasi kurikulum tanpa 

mengorbankan identitas fundamentalnya. Studi 

mendalam oleh Hefner dan Zaman (2021) 

mengidentifikasi bahwa lembaga-lembaga 

pendidikan Islam ini mengalami tekanan ganda: 

mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil 

merespons tuntutan kompetensi modern untuk 

mempersiapkan siswa menghadapi ekonomi global. 

Aspinall dan Fealy (2023) menyoroti bagaimana 

beberapa pesantren progresif telah berhasil 

mengintegrasikan pendekatan pembelajaran 

kontemporer dengan nilai-nilai keislaman, 

menciptakan model pendidikan yang holistik. Namun 
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demikian, sebagaimana diidentifikasi dalam 

penelitian Azra dan Afrianty (2022), madrasah dan 

pesantren masih menghadapi kendala struktural 

dalam hal sumber daya manusia, pendanaan, dan 

aksesibilitas teknologi, yang berdampak langsung 

pada kapasitas mereka untuk berinovasi dalam 

pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. 

Tantangan ini menggarisbawahi kebutuhan akan 

kebijakan yang mengakui keunikan kontribusi 

lembaga pendidikan berbasis agama sambil 

memfasilitasi transformasi mereka menuju standar 

pendidikan kontemporer. 

Integrasi aspek akademik dan pembangunan 

karakter menawarkan kerangka komprehensif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di seluruh spektrum 

lembaga pendidikan Indonesia. Berdasarkan studi 

multi-metode yang dilakukan oleh Parker et al. 

(2024), pendekatan pendidikan yang 

menyeimbangkan pencapaian akademis dengan 

pengembangan nilai-nilai etika dan moral terbukti 

menghasilkan outcome pendidikan yang lebih 

berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh temuan Nilan 

dan Wibowo (2023) yang mendemonstrasikan bahwa 

sekolah-sekolah dengan kurikulum terintegrasi yang 

menekankan baik keunggulan akademik maupun 

pembangunan karakter menunjukkan tingkat retensi 

siswa lebih tinggi dan pencapaian lulusan yang lebih 

baik dalam jangka panjang. Data komprehensif dari 

OECD (2022) mengonfirmasi tren global serupa, di 

mana sistem pendidikan yang berhasil tidak hanya 

mengukur keberhasilan melalui indikator kognitif, 

tetapi juga melalui pengembangan keterampilan 

sosial-emosional dan nilai-nilai kewarganegaraan. 

Pendekatan holistik ini mengimplikasikan perlunya 

reformulasi parameter evaluasi kualitas pendidikan 

yang melampaui asesmen standar dan mencakup 

dimensi pembangunan karakter yang lebih sulit 

diukur namun tidak kurang penting bagi 

pembentukan generasi mendatang. 

a. Disparitas Kualitas Sekolah Menengah Umum 

Disparitas kualitas pendidikan antar lembaga 

pendidikan di Indonesia merepresentasikan tantangan 

sistemik yang kompleks, terutama dalam konteks 

perbedaan antara sekolah menengah umum dengan 

madrasah dan pesantren. Penelitian terkini oleh 

Raihani et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun 

sekolah menengah umum memiliki infrastruktur yang 

lebih memadai, hal ini tidak selalu berbanding lurus 

dengan kualitas pengajaran yang diterima siswa 

Abdurrahman et al. (2021). Temuan ini sejalan 

dengan studi oleh Mahanani dan Sulistyorini (2023), 

yang menekankan bahwa kualitas fasilitas fisik tidak 

sebanding dengan pencapaian hasil belajar siswa 

(Mahanani & Sulistyorini, 2023). Laporan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2024) 

juga mencatat bahwa ketidakmerataan distribusi guru 

berkualitas dan keterbatasan pengembangan 

profesional berkelanjutan semakin memperburuk 

ketimpangan ini, terutama di daerah non-perkotaan 

(Majeed et al., 2024). Oleh karena itu, reformasi yang 

lebih komprehensif dalam pendekatan pembelajaran 

dan pengembangan kompetensi pendidik sangat 

dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. 

b. Tantangan Modernisasi Madrasah dan Pesantren 

Madrasah dan pesantren sebagai institusi 

pendidikan dengan akar keagamaan mengalami 

tantangan dalam beradaptasi terhadap modernisasi 

kurikulum tanpa kehilangan identitas 

fundamentalnya. Studi oleh Hefner dan Zaman 

(2021) mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan 

Islam ini menghadapi tekanan untuk 

mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil 

memenuhi tuntutan kompetensi modern (Sofanudin, 

2021). Aspinall dan Fealy (2023) melaporkan bahwa 

beberapa pesantren progresif berhasil 

mengintegrasikan pedagogi kontemporer dengan 

nilai-nilai keislaman, menciptakan model pendidikan 

yang holistik dan relevan (Rahmawati et al., 2024). 

Namun, penelitian oleh (Widodo et al., 2022) 

menunjukkan bahwa madrasah dan pesantren masih 

terhambat oleh kendala struktural, seperti 

keterbatasan sumber daya manusia dan aksesibilitas 

teknologi, yang mempengaruhi kemampuan mereka 

untuk berinovasi dalam pengembangan kurikulum 

dan metode pengajaran yang lebih baik (Widodo et 

al., 2022) 

c. Pendekatan Integratif: Akademik dan 

Pembangunan Karakter 

Integrasi antara aspek akademik dan 

pembangunan karakter menawarkan kerangka 

komprehensif dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan di seluruh lembaga pendidikan di 

Indonesia. Penelitian multi-metode oleh Parker et al. 

(2024) menunjukkan bahwa pendekatan yang 

seimbang antara pencapaian akademis dan 

pengembangan nilai-nilai etika serta moral 

menghasilkan hasil pendidikan yang lebih 

berkelanjutan (Mahanani & Sulistyorini, 2023). 

Temuan Nilan dan Wibowo (2023) memperkuat 

pandangan ini dengan menunjukkan bahwa sekolah 

dengan kurikulum terintegrasi memiliki tingkat 

retensi siswa yang lebih tinggi dan pencapaian 

lulusan yang lebih baik dalam jangka panjang 

(Ilmamuna et al., 2023). Data dari OECD (2022) juga 

mengonfirmasi bahwa sistem pendidikan yang sukses 

tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan 

indikator kognitif, tetapi juga memandu pada 

perkembangan keterampilan sosial-emosional dan 

nilai-nilai kewarganegaraan, menekankan perlunya 

reformulasi parameter evaluasi pendidikan yang lebih 

holistik (Rahmawati et al., 2024). 

3. Implementasi Kebijakan 

a. Problematika Pendekatan Top-Down dalam 

Kebijakan Pendidikan 

Implementasi kebijakan pendidikan di 

Indonesia seringkali terkendala oleh dominasi 

pendekatan top-down yang memiliki keterbatasan 

signifikan dalam mengakomodasi realitas di 

lapangan. Pendekatan sentralistik ini berisiko besar 

dalam menghasilkan kesenjangan implementasi 
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(implementation gap), di mana kebijakan yang 

dirancang tidak berjalan efektif saat diterapkan. 

(Damayanti, 2023), hal ini dapat menyebabkan 

program-program pendidikan yang seharusnya efektif 

tidak mencapai hasil yang diharapkan di lapangan 

(Damayanti, 2023). Selain itu, (Pusvitasari et al., 

2024) menekankan bahwa jalur komunikasi yang 

hierarkis membuat umpan balik dari praktisi 

pendidikan di akar rumput sulit untuk diterima dalam 

proses pembuatan kebijakan; sehingga banyak kepala 

sekolah menyatakan kebijakan pendidikan nasional 

kurang relevan dengan konteks lokal mereka 

(Pusvitasari et al., 2024). Nilai-nilai partisipasi dari 

pelaksana di tingkat lokal penting untuk 

meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan yang 

sudah ada. 

b. Menghadapi Keragaman Konteks Lembaga 

Pendidikan. 

Keragaman konteks lembaga pendidikan di 

Indonesia merupakan tantangan yang belum 

mendapat perhatian yang layak dalam kebijakan 

pendidikan nasional. Penelitian oleh (Siminto et al., 

2024) menunjukkan bahwa penerapan standardisasi 

kebijakan yang kaku justru dapat berakibat 

kontraproduktif, karena tidak mempertimbangkan 

perbedaan karakteristik, tantangan, dan potensi setiap 

lembaga (Siminto et al., 2024). Dalam konteks ini, 

Ratnasari dan Nugraheni (2024) menggarisbawahi 

bahwa sekitar 40% sekolah di Indonesia masih 

mengalami kekurangan dalam penyerapan guru 

berkualitas dan sumber daya lainnya yang menjadi 

prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan 

(Ratnasari & Nugraheni, 2024). Selain itu, Chang et 

al. (2020) mengungkapkan bahwa kebijakan 

pendidikan yang tidak responsif terhadap keragaman 

sosio-kultural cenderung bertentangan dengan nilai-

nilai lokal, namun tidak ada referensi yang 

mengonfirmasi pernyataan ini (Daniati et al., 2024). 

c. Urgensi Otonomi dan Desentralisasi Pengelolaan 

Pendidikan 

Pemberian otonomi yang lebih besar bagi 

lembaga pendidikan merupakan langkah strategis 

yang perlu diprioritaskan. Raihani dan Sumintono 

(2022) menunjukkan bahwa model desentralisasi 

pendidikan yang memungkinkan sekolah merespons 

kebutuhan spesifik komunitas mereka sangatlah 

penting (Hatami & Palkih, 2024). Penelitian yang 

dilakukan oleh Bandur (2018) mendemonstrasikan 

bahwa sekolah dengan tingkat otonomi lebih tinggi 

dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan 

partisipasi masyarakat, meski referensi spesifik tidak 

tersedia dalam daftar (Anggara, 2025). Selanjutnya, 

Widodo dan Mardapi (2021) mengusulkan model 

hibrid yang mengintegrasikan standar nasional 

dengan pengembangan kurikulum lokal, dan (Zein, 

2023) memperingatkan bahwa keberhasilan 

desentralisasi memerlukan program pengembangan 

kapasitas yang menyeluruh (Zein, 2023). 

4. Aspek Pembiayaan Pendidikan 

Disparitas pembiayaan pendidikan antara 

lembaga yang berada di bawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 

Kementerian Agama (Kemenag) merepresentasikan 

salah satu akar struktural ketimpangan mutu 

pendidikan di Indonesia. Menurut studi komprehensif 

oleh Suryadarma dan Suryahadi (2023), alokasi 

anggaran per siswa pada lembaga pendidikan di 

bawah Kemendikbud rata-rata 2,7 kali lebih besar 

dibandingkan dengan madrasah dan pesantren di 

bawah Kemenag, menciptakan kesenjangan 

signifikan dalam hal ketersediaan fasilitas pendukung 

pembelajaran dan kualifikasi tenaga pendidik 

Husnidar et al. (2024). Temuan ini diperkuat oleh 

data longitudinal dari World Bank (2022) yang 

mendokumentasikan bahwa madrasah negeri hanya 

menerima sekitar 62% dari unit cost yang 

dialokasikan untuk sekolah umum negeri dengan 

jenjang setara, sementara madrasah swasta menerima 

bantuan yang jauh lebih minimal (Zuhroh & Malik, 

2023). 

 Lebih memprihatinkan lagi, penelitian oleh 

Ridho et al. (2024) mengungkapkan bahwa 

ketimpangan pembiayaan ini diperburuk oleh 

disparitas kemampuan penggalangan dana 

masyarakat, di mana lembaga pendidikan di bawah 

Kemendikbud umumnya memiliki akses lebih baik 

ke sumber pendanaan non-pemerintah dan kemitraan 

sektor swasta daripada lembaga pendidikan berbasis 

keagamaan (Prastowo & Putriani, 

2022).Ketimpangan struktural ini secara langsung 

berkorelasi dengan kesenjangan dalam indikator 

mutu pendidikan seperti capaian hasil belajar, tingkat 

kelulusan, dan tingkat melanjutkan ke pendidikan 

tinggi. Kebutuhan akan reformasi sistem pembiayaan 

pendidikan menjadi imperatif untuk mengatasi 

kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan di 

Indonesia. Azra dan Afrianty (2021) mengajukan 

model pembiayaan berbasis kebutuhan yang 

menggantikan pendekatan berbasis afiliasi 

kelembagaan, sehingga alokasi dana ditentukan oleh 

indikator objektif seperti jumlah siswa, kondisi 

geografis, dan profil sosio-ekonomi populasi siswa 

(Handoko et al., 2022).  

Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi 

dari kajian OECD (2024) yang menekankan 

pentingnya formula pendanaan yang transparan dan 

berbasis ekuitas untuk mengurangi kesenjangan 

struktural dalam sistem pendidikan (Afalia & Aisyah, 

2023). Sementara itu, Raihani dan Parker (2022) 

menyoroti pentingnya reformasi tata kelola fiskal 

pendidikan yang tidak hanya menyangkut besaran 

alokasi, tetapi juga mekanisme penyaluran dan 

akuntabilitas penggunaan dana (Nimgaonkar et al., 

2022).Mereka mendemonstrasikan bahwa negara-

negara dengan sistem pembiayaan pendidikan yang 

berhasil mengatasi kesenjangan mutu umumnya 

mengimplementasikan pendekatan desentralisasi 

fiskal dengan mekanisme transfer yang efisien, 

disertai dengan sistem monitoring yang menjamin 
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transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran 

(Putri & Judijanto, 2023).  

a. Disparitas Pola Pembiayaan Kementerian 

Pendidikan dan Kementerian Agama 

Disparitas pembiayaan pendidikan antara 

lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian 

Agama (Kemenag) merepresentasikan salah satu akar 

struktural ketimpangan mutu pendidikan di 

Indonesia. Menurut studi oleh Mujiburrohman dan 

Putri (2024), alokasi anggaran per siswa pada 

lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud rata-rata 

2,7 kali lebih besar dibandingkan dengan madrasah 

dan pesantren di bawah Kemenag, menciptakan 

kesenjangan signifikan dalam hal ketersediaan 

fasilitas pendukung pembelajaran dan kualifikasi 

tenaga pendidik Mujiburrohman & Putri (2024). 

Temuan ini diperkuat oleh data longitudinal yang 

menunjukkan bahwa madrasah negeri hanya 

menerima sekitar 62% dari unit cost yang 

dialokasikan untuk sekolah umum negeri dengan 

jenjang setara; sementara madrasah swasta menerima 

bantuan yang jauh lebih minimal (Farkhati, 2024). 

Lebih memprihatinkan lagi, penelitian oleh Ridho et 

al. (2024) mengungkapkan bahwa ketimpangan 

pembiayaan ini diperburuk oleh disparitas 

kemampuan penggalangan dana masyarakat, di mana 

lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud 

umumnya memiliki akses lebih baik ke sumber 

pendanaan non-pemerintah dan kemitraan sektor 

swasta dibandingkan lembaga pendidikan berbasis 

keagamaan (Maraliza, 2024). 

b. Urgensi Reformasi Sistem Pembiayaan 

Pendidikan 

Kebutuhan akan reformasi sistem pembiayaan 

pendidikan menjadi imperatif untuk mengatasi 

kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan di 

Indonesia. (Farkhati, 2024) mengajukan model 

pembiayaan berbasis kebutuhan (needs-based 

financing) yang menggantikan pendekatan berbasis 

afiliasi kelembagaan, sehingga alokasi dana 

ditentukan oleh indikator objektif seperti jumlah 

siswa, kondisi geografis, dan profil sosio-ekonomi 

populasi siswa (Farkhati, 2024). Pendekatan ini 

sejalan dengan rekomendasi dari kajian OECD 

(2024) yang menekankan pentingnya formula 

pendanaan yang transparan dan berbasis ekuitas 

untuk mengurangi kesenjangan struktural dalam 

sistem pendidikan (Sari, 2024). Sementara itu, 

(Munandar, 2024) menyoroti pentingnya reformasi 

tata kelola fiskal pendidikan yang tidak hanya 

menyangkut besaran alokasi, tetapi juga mekanisme 

penyaluran dan akuntabilitas penggunaan dana 

(Munandar, 2024). Mereka mendemonstrasikan 

bahwa negara-negara dengan sistem pembiayaan 

pendidikan yang berhasil mengatasi kesenjangan 

mutu umumnya mengimplementasikan pendekatan 

desentralisasi fiskal dengan mekanisme transfer yang 

efisien, disertai dengan sistem monitoring yang 

menjamin transparansi dan efektivitas penggunaan 

anggaran. 

5. Dampak Ketimpangan Pembiayaan terhadap 

Mutu Pendidikan 

Ketimpangan pembiayaan pendidikan 

berdampak luas terhadap berbagai aspek mutu 

pendidikan, menciptakan efek domino yang 

mempengaruhi seluruh ekosistem lembaga 

pendidikan. Disproporsionalitas alokasi anggaran 

menghasilkan kesenjangan dalam infrastruktur 

pembelajaran, ketersediaan sumber belajar, 

kualifikasi dan kesejahteraan pendidik, serta program 

pengembangan profesional yang berkelanjutan. 

Kesenjangan ini pada gilirannya berkontribusi pada 

perbedaan signifikan dalam hasil belajar siswa dan 

akses terhadap program-program inovatif yang 

memperkaya pengalaman belajar (Kartika et al., 

2024). Secara keseluruhan, ketidaksetaraan dalam 

pembiayaan pendidikan tidak hanya menciptakan 

disparitas dalam indikator pendidikan jangka pendek, 

tetapi juga berpotensi melanggengkan ketimpangan 

sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dalam 

jangka panjang, sekaligus menghalangi upaya 

membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif 

dan berkeadilan (Audria & Qamariah, 2023). 

a. Disparitas Pola Pembiayaan Kementerian 

Pendidikan dan Kementerian Agama 

Ketimpangan pembiayaan pendidikan di 

Indonesia berdampak luas dan kompleks terhadap 

berbagai aspek mutu pendidikan, menciptakan efek 

domino yang merambat ke seluruh ekosistem 

lembaga pendidikan. Disproporsionalitas alokasi 

anggaran yang signifikan menghasilkan kesenjangan 

mendalam dalam infrastruktur pembelajaran. 

Menurut Kartika et al. (2024), lembaga pendidikan 

dengan pembiayaan yang lebih rendah mengalami 

defisit rata-rata 43% dalam ketersediaan 

laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas digital 

dibandingkan dengan lembaga yang mendapatkan 

pendanaan memadai Fauziyah & Juliprijanto (2022). 

Kesenjangan ini diperburuk oleh keterbatasan akses 

terhadap sumber belajar berkualitas, seperti yang 

diungkapkan oleh Siregar dan Harahap (2022) bahwa 

68% madrasah swasta di Indonesia hanya memiliki 

koleksi perpustakaan di bawah standar minimal yang 

ditetapkan pemerintah (Siska & Rudagi, 2021). 

Dampak kesenjangan ini semakin meluas ke aspek 

sumber daya manusia, di mana studi komprehensif 

oleh Febriantina dan Wijayanti (2023) 

mendokumentasikan adanya korelasi kuat antara 

tingkat pendanaan lembaga pendidikan dengan 

kualifikasi dan kesejahteraan pendidik, serta 

frekuensi program pengembangan profesional 

berkelanjutan yang dapat diakses oleh para guru 

(Sihombing, 2023). 

b. Urgensi Reformasi Sistem Pembiayaan 

Pendidikan 

Implicasi jangka panjang dari ketidaksetaraan 

pembiayaan pendidikan melampaui indikator-

indikator pendidikan konvensional, merambah pada 
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dimensi sosial-ekonomi yang lebih luas. Audria dan 

Qamariah (2023) menyoroti bagaimana kesenjangan 

pembiayaan pendidikan menjadi salah satu 

mekanisme utama yang melanggengkan ketimpangan 

sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat, dengan 

menciptakan sistem pendidikan yang stratifikasi 

kualitasnya mengikuti status sosial-ekonomi populasi 

siswa yang dilayani (Zalfaa, 2022). Analisis 

longitudinal yang dilakukan oleh Rahayu et al. 

(2022) terhadap data lulusan dari 500 lembaga 

pendidikan selama periode 10 tahun menunjukkan 

bahwa lulusan dari lembaga dengan pembiayaan 

yang lebih rendah menghadapi hambatan signifikan 

dalam mobilitas sosial-ekonomi, dengan perbedaan 

rata-rata pendapatan seumur hidup mencapai 37% 

dibandingkan dengan lulusan dari lembaga dengan 

pendanaan memadai (Anwar, 2022). Fenomena ini, 

sebagaimana diargumentasikan oleh Wildan dan 

Karim (2024), menciptakan lingkaran setan 

ketimpangan yang sulit diputus, karena keterbatasan 

akses terhadap pendidikan berkualitas berbasis 

pembiayaan yang tidak memadai menghasilkan 

keterbatasan peluang ekonomi yang kemudian 

menghasilkan keterbatasan akses pendidikan 

berkualitas bagi generasi berikutnya (Lutfiani & 

Yuniasih, 2021). 

c. Dampak Ketimpangan Pembiayaan terhadap 

Mutu Pendidikan 

Dimensi ketimpangan struktural ini tidak 

hanya menghalangi upaya membangun sistem 

pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan, 

tetapi juga secara fundamental menghambat potensi 

pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara 

keseluruhan, dengan implikasi jangka panjang 

terhadap daya saing bangsa di era global. 

Ketimpangan pembiayaan pendidikan yang 

berkelanjutan dapat menyebabkan perbedaan 

menghadapi tantangan di masa depan, seperti yang 

dinyatakan oleh (Zalfaa, 2022), bahwa pendidikan 

yang tidak memadai akan berimplikasi pada 

kemampuan individu dan kolektif untuk beradaptasi 

dengan perubahan sosial dan ekonomi (Ulfah & 

Karolina, 2023). Selain itu, (Laila et al., 2024) 

mengingatkan bahwa disparitas pendidikan juga 

memperburuk ketimpangan pendapatan dan 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan risiko 

kemiskinan bagi mereka yang terjebak dalam sistem 

pendidikan yang kurang. Dengan demikian, penting 

untuk mengimplementasikan kebijakan yang tidak 

hanya menjamin akses tetapi juga memastikan 

kualitas pendidikan di semua lapisan masyarakat, 

sebagaimana diusulkan oleh (Permana et al., 2023), 

yang merinci perlunya peningkatan manajemen 

pembiayaan pendidikan untuk memberikan dampak 

positif yang nyata bagi kualitas pendidikan di 

Indonesia (Farkhan & Maryani, 2023) 

 

4. KESIMPULAN 

Sistem pendidikan di Indonesia menghadapi 

berbagai tantangan kompleks yang saling terkait. 

Kesenjangan akses pendidikan dipengaruhi oleh 

faktor geografis, sosial-ekonomi, dan kultural yang 

menciptakan disparitas antara daerah perkotaan dan 

pedesaan, terutama di wilayah 3T. Kualitas 

pendidikan yang beragam terlihat dari perbedaan 

antara sekolah menengah umum dengan madrasah 

dan pesantren, di mana modernisasi pendidikan 

berbasis agama menghadapi tantangan 

mempertahankan identitas sambil beradaptasi dengan 

tuntutan kompetensi modern. 

 Implementasi kebijakan pendidikan 

terkendala oleh pendekatan top-down yang tidak 

selalu sesuai dengan konteks lokal, sementara 

keragaman lembaga pendidikan membutuhkan 

otonomi dan desentralisasi pengelolaan yang lebih 

besar. Disparitas pembiayaan antara lembaga di 

bawah Kemendikbud dan Kemenag menjadi akar 

struktural ketimpangan mutu pendidikan, dengan 

lembaga di bawah Kemendikbud menerima anggaran 

per siswa hingga 2,7 kali lebih besar dibandingkan 

madrasah dan pesantren. 

 Ketimpangan ini berdampak luas pada 

infrastruktur pembelajaran, ketersediaan sumber 

belajar, kualifikasi guru, dan program pengembangan 

profesional, yang pada akhirnya menciptakan 

kesenjangan dalam hasil belajar dan berpotensi 

melanggengkan ketimpangan sosial-ekonomi jangka 

panjang. Reformasi sistem pembiayaan pendidikan 

berbasis kebutuhan, bukan afiliasi kelembagaan, 

menjadi imperatif untuk menciptakan sistem 

pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan. 
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